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BAB IV
PENUTUPAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penulisan
dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Kurator dalam penyelesaian harta pailit
Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran
Utang, belum menjamin perlindungan hukum bagi Kurator.
Perlindungan hukum terhadap profesi Kurator dalam
realisasinya tidak efektif, hal ini dikarenakan tidak adanya
peraturan yang secara spesifik memberikan perlindungan
hukum kepada Kurator yang dapat mempengaruhi indepedensi
seorang Kurator. Kurator telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan kode etik profesi, kewenangannya,dan peraturan-
peraturan yang berlaku, seharusnya Kurator juga diperlakukan
sebagai wakil dari pengadilan yang pada dirinya melekat sifat-
sifat kekuasaan kehakiman yang tidak boleh di intervensi,
digugat, bahkan sampai mendapatkan perlakuan kriminalisasi.

2. Kedudukan hukum Kurator dalam penyelesaian harta pailit
menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah sama dengan
kedudukannya seperti di dalam Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang. Namun perbedaannya prinsip-prinsip
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dalam Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan kepada Al-
Qur’an dan Al-Hadits. Namun masih banyak perusahaan yang
berlabel syariah dalam proses kepailitan masih menggunakan
prinsip-prinsip kepailitan pada umumnya bukan menggunakan
prindip-prinsip yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al- Hadits,
bahkan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan masih
dibawah atau yang mengurusnya Peradilan Niaga bukan di
selesaikan di Pengadilan Agama yang sesuai dengan Undang-
Undang Perbankan Syariah yang berlaku karena Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah belum di anggap efisien untuk

menyelsaikan suatu sengketa kepailitan.

. Saran

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah
selayaknya dierevisi kembali, sehingga ada kejelasan
mengenai bagaimana kedudukan hukum bagi kurator. Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya
memberikan pengaturan yang ketat dalam pemberian setifikat
Kurator sehingga Kurator tidak hanya ahli untuk menangani
perkara-perkara hukum dalam kepailitan tetapi juga ahli dalam
mengurus perusahaan dan asset-aset yang merupakan harta

pailit.Peran Pemerintah diperlukan agar perlindungan hukum
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terdapat profesi Kurator dapat terlaksana yaitu dalam rangka
membuat rancangan Undang-Undang khusus profesi Kurator
dan pengurus guna menegaskan perlindungan hukum bagi
Kurator dan Pengurus.

. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebaiknya direvisi
kembali agar bisa lebih efisien dalam menyelesaikan masalah
penyelesaian sengketa kepailitan, agar penyelesaian sengketa
kepailitan bagi perusahaan yang berbasis syariah bisa segera
diselesaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri
lagi.
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